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KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN APOTEKER SEBAGAI PEMILIK 

APOTEK DI KOTA PADANG 

 

ABSTRAK 

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Selanjutnya disingkat 

Permenkes No 14 tahun 2021). Pada peraturan ini terdapat beberapa perubahan 

salah satunya adalah apotek harus dimiliki oleh seorang Apoteker. Apabila apotek 

tidak dimiliki oleh seorang Apoteker, pemilik modal boleh bekerja sama dengan 

Apoteker dalam perjanjian dihadapan notaris. Ada beberapa permasalahan yang 

timbul terkait ketentuan perjanjian tersebut diantaranya yaitu pertama, bagaimana 

kewajiban perpajakan bagi Apoteker pemilik apotek atas perjanjian. Permasalahan 

kedua yaitu bagaimana dampak hukum bagi Apoteker pemilik apotek pasca 

diberlakukannya aturan dari Permenkes No 14 tahun 2021 ini. Permasalahan 

ketiga yaitu apa saja permasalahan yang ditemui ketika Apoteker pemilik apotek 

mengundurkan diri menjadi pemilik. Untuk menjawab permasalahan diatas 

penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana penelitian 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan melalui kajian ketentuan dan 

aturan hukum yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan yang sebenarnya dalam 

masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Dari penelitian 

yang telah penulis laksanakan dapat disimpulkan bahwa 1) Kewajiban Pajak 

Penghasilan Apoteker sebagai tenaga kefarmasian di apotek akan dikenakan Pajak 

Penghasilan orang pribadi yang nantinya akan dipotong secara langsung oleh 

pemberi kerja sementara Apoteker pemilik apotek akan memiliki kewajiban 

perpajakan penghasilan wajib pajak badan atas apotek yang dimilikinya. 2) 

Konsekuensi diberlakukannya Permenkes No 14 tahun 2021 bagi Apoteker pasca 

yaitu bagi Apoteker sebagai pemilik apotek atas perjanjian akan melekat 

kewajiban-kewajiban perpajakan dari apotek tersebut. 3) Permasalahan bagi 

Apoteker sebagai pemilik apotek atas perjanjian terjadi apabila ada pembatalan 

kerjasama antara pemilik modal dengan Apoteker.  Berdasarkan temuan diatas 

penulis merumuskan solusi yaitu Apoteker diharapkan dapat memahami 

pentingnya kesadaran pajak dan memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya. 

Selanjutnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan melakukan 

sosialisasi berkala mengenai pengetahuan pajak bagi profesi Apoteker untuk 

meminimalisir ketidakpahaman Apoteker terkait kewajiban pajak yang nantinya 

akan berpengaruh pada kesepakatan mengenai perpajakan apoteker dalam 

perjanjian dengan pemilik modal. Kemudian Pemerintah Kota Padang melalui 

instansi dan dinas yang berwenang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan 

dalam pendirian dan operasional usaha apotek sebagaimana yang telah diatur 

dalam Permenkes No 14 tahun 2021. 
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